BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
DANA KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

o

Menimbang bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, maka
Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap
Kelurahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan
Tahun  Anggaran 2020, menyebutkan  bahwa
Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan
dengan peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan
Bantuan Dana Kelurahan Setiap Kelurahan Di Kabupaten
Karimun.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4880);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Rencana Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 139);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Alokasi Umum Tambahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);

Peraturan  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 761);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 206 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor
3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 74 ),



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA
ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN DANA
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN
KARIMUN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

3. Bupati adalah Bupati Karimun.

4 Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin
oleh camat.

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat
kecamatan.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa di
Kelurahan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

10. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran OPD.

11. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan
adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubemur,
bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepalasatuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
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Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit ketja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

Swakelola adalah  pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikeijakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagali
penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok
masyarakat.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara
sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkanPancasila.

Kelompok M asyarakat adalah kelompok masyarakat yang
melaksanakanPengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran
belanja dari APB/APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen vyang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung
dan uang persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar peijanjian kontrak kerja atau surat
perintah keija lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga

pemerintah non kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat
Kabupaten.
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Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,
penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan,
konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan instansi terkait yang
berhubungan dengan mengawasi tertib administrasi, pembinaan
penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan.

Tim Fasilitasi adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina yang
dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Bupati adalah untuk menetapkan
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Bagi Setiap
Kelurahan di Daerah.
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar penetapan

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di
Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi dan tepat.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

@

@)

a.
b.
c.

d.

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;

Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan;

Penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan

Penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan.

BAB IV
JUMLAH DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

Dalam APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 dianggarkan
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar
Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk
masing-masing Kelurahan di Daerah.

Total besaran anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
Rpl10.614.000.000 (sepuluh milyar enam ratus empat belas juta
rupiah).
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BAB V
RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5
Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di

Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Vi
MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
setiap Kelurahan di Daerah Tahun Anggaran 2020 dibagikan secara merata
kepada seluruh Kelurahan.

Pasal 7

() DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan pada Sub
Unit Kelurahan.

@ DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk
kegiatan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

() Dalam pelaksanaan kegiatan pendanaan kelurahan Lurah bertindak
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

@ Tugas dan tanggungjawab Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

() Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pendanaan kelurahan
dapat dilaksanakan melalui penyedia atau secara swakelola.

@ Penatausahaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10

D Lurah wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan pendanaan
kelurahan kepada Bupati.

@ Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-

lambatnya:

a. Minggu kedua bulan Juli untuk laporan Semester | tahun
berajalan; dan

b. Minggu kedua bulan Januari untuk Laporan Semester Il tahun
berikutnya.

(3) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu
disusun berdasarkan format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan vyang mengatur tentang DAU Tambahan Pendanaan
Kelurahan.
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BAB VIII
PENGANGGARAN KEMBALI SISA DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 11

() Apabilapada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan, maka Pemerintah Daerah

menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atau
kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan

kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan
bersangkutan; dan

b. Apabila DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas
kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan

kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya
pada Kelurahan tertentu.

(@ Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 Januari 2020

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun,
pada tanggal 20 Januari 2020

H KABUPATEN KARIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 8



